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BAB II 

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN 

 

2.1 Sejarah Perusahaan  

Beberapa bulan setelah berpindahnya ibu kota negara ke Yogyakarta pada 

4 Januari 1946. Kementerian keuangan negara yang berkedudukan di Magelang 

pada saat itu mulai melakukan persiapan ke arah pembentukan BPK RI sebagai 

yang telah amandatkan oleh undang-undang dasar 1945, Pasal 23 ayat (5) UUD, 

juga ditegaskan dalam surat edaran menteri keuangan tertanggal 10 Desember 

1946 No. 003-21-49, yang berisikan “diberitahukan bahwa tidak lama lagi, 

mungkin sekali tanggal 1 Januari yang akan datang ini pemerintah akan 

mendirikan BPK RI sebagaimana yang dihaaruskan dalam Undang-undang dasar 

1945 sebagaimana diharuskan dalam undang-undang dasar 1945 pasal 23 ayat 

(5)”. 

 Lalu surat edaran tersebut disusul dengan penetapan pemerintah No. 

11/UM tertanggal Yogyakarta, 28 Desember 1946, tentang pembentukan BPK RI. 

Penetapan tersebut berisikan dua hal, yang pertam adalah BPK RI akan dibangun 

pada tanggal 1 Januari 1946 sementara wkatu di Magelang, dan kedua sebelum 

ada peraturan baru tentang  kewajiban, susunan , dan cara kerja BPK RI, maka 

peraturan yang berlaku sementara adalah “Algemene Rekenkamer”. Rangkaian 

peristiwa sejarah ini lah yang masih dikenang oleh BPK sampai sekarang. 

 Kondisi masa revolusi fisik pada awal-awal masa kemerdekaan, memaksa 

kedudukan kantor BPK berpindah-pindah dan terakhir bertempat di Jl. Tugu NO.2 

Yograkarta. Pada waktu terbentuk Negara Republik Indonesia Serikat (RIS) BPK 

RI diberi nama Dewan Pengawas Keuangan. Sekanjutnya berdasarkan undang-

undang dasar sementara (UUDS) tahun 1950 Dewan Pengawas Keuangan 

berpindah ke Bogor.  

 Sejarah masih berlanjut saat Dekrit presiden tanggal 5 Juli 1959 Negara 

Republik Indonesia kembali kepada UUD 1945, maka melalui Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-undang (perpu) No.7 Tahun 1963 dan Perpu No.6 

tahun 1964 dibentuklah BPK RI dengan gaya baru. Pada saat itu dirasakan ada 

kebutuhan akan undang-undang sebagai landasan hukum sesuai yang diamanatkan 
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dalam UUD 1945, dan terbentuklah undang-undang No.17 tahun 1965. Menurut 

UU tersebut BPK RI bertanggung jawab kepada Presiden atau pemimpin besar 

revolusi. 

 Lalu setelah terjadinya G.30S/PKI, dengan ketetapan MPRS No. 

X//MPRS/1966 kedudukan BPK RI dikembalikan pada kedudukan dan fungsi 

sesuai yang diamanatkan oleh UUD 1945 sebagai lembaga tinggi negara, yaitu 

dengan diterbitkan UU No.5 tahun 1973. Berdasarkan UU tersebut, BPK RI mulai 

mendapatkan kiprah kebih baik dan lebih terarah. Terlihat kemajuan yang mulai 

terlihat dari kerja BPK RI. Namun tuntutan masyarakat atas fungsi dan peranan 

BPK RI dalam masa pembanguna juga semakin meningkat. Rakyat melalui 

Majelis Permusyawaratan Rakyat mengamanatkan bahwa BPK RI wajib 

meningkatkan kegiatannya sesuai dengan wewenang dan fungsi yang ditetapkan 

dalam UUD 1945. 

 Atas dasar tuntutan itu, BPK RI dalam kiprahnya selalu berusaha agar 

pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan negara dapat mendorong agar 

tugasnya dalam mengawasi keuangan negara dapat terpenuhi. BPK RI juga 

membuat rencana kerja jangka panjang, yang dijabarkan dalam Rencana Kerja 

Lima Tahunan (RKLT), dan Rencana Kerja Tahunan (RKT). Kepemimpinan BPK 

RI pada periode 1993-1998 telah mengawali tugasnya dengan melakukan 

identifikasi masalah serta menenetukan prioritas secara selektif dan berketetapan 

untuk membangun sistem dan institusi. Langkah-langkah yang ditempuh secara 

bertahap terdiri dari banyak hal, seperti pada sisi organisasi dengan penataan 

kembali strukutr organsasi, ada pula dalam sisi mengenai audit seperti penetapan 

standar audit pemerintahan, ada pula mengenai pelatihan dan pendidikan, juga ada 

dalam sisi menjalin relasi dan citra baik dengan mengikuti dan menyelenggarakan 

berbagai pertemuan, baik dalam negeri maupun luar negeri, selaku anggota aktif 

ASOSAI dan INTOSAI. 

 

Pergantian nama BPK sepanjang sejarah: 

1. 1947-1949, Badan Pemeriksa Keuangan 

2. 1949-1950, Dewan Pengawas Keuangan RIS 

3. 1950-1959, Dewan Pengawas Keuangan RI 
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4. 1959-1997,  BEPEKA RI 

5. 1997- sekarang, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) 

 

Lambang Badan Pemeriksa Keuangan RI 

 

Gambar 1.1 Logo BPK sekarang 

 

 

“TRI DHARMA ARTHASANTOSHA” 

 

Mengandung pengertian bahwa dengan menjunjung tinggi pancasila dan undang-

undang dasar 1945, serta prinsip-prinsip penutun perupaya mencapai tiga 

keberhasilan pemeriksaan (keuangan, manajemen, dan pengelolaan), menuju 

terwujudnya kesempurnaan tanggung jawab keuangan negara. 

1. Bentuk  

Lambang Badan pemeriksa keuangan berbentuk bulat dan terdiri dari: 

a. Garuda pancasila terletak di tengah-tengah lingkaran cakra  

b. Cakra dengan tiga buah mata tombak dan empat puluh tujuh buah 

lengkung-lengkung kecil pada garis lingkaran bagian luar cakra. 

c. Bunga teratai berkelopak tujuh lembar menopang cakra. 

Dalam gelang sebelah bawah (antara garis lingkaran bagian luar dan dalam 

cakra) terdapat tulisan BEPEKA-RI. 

2. Makna dari bagian Lambang 

a. Garuda pancasila berarti bahwa badan pemeriksa keuangan sebagai 

lembaga tinggi negara menjunjung tinggi pancasila sebagai satu-
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satunya azas negara Republik Indonesia serta berkewajiban 

melestarikan pancasila dan UUD 1945. 

b. Motif cakra melambangkan senjata yang dimiliki Batara Wisnu yang 

berfungsi sebagai senjata untuk menjaga ketentraman dunia dari 

angkara murka. 

Cakra merupakan bentuk utama lambang Badan Pemeriksa Keuangan, 

karena hakekatnya BPK adalah alat dari bangsa Indonesia untuk 

menjaga agar pengelolaan keuangan negara yang dilakukan oleh 

pemerintah selalu tertib, berdaya guna, dan berhasil guna. 

c. Tiga buah mata tombak melambangkan bahwa ruang lingkup 

pemeriksaan BPK, meliputi: 

(1) Pemeriksaan atas penguasaan dan pengurusan keuangan serta 

ketaatan terhadap peraturna perundang-undangan. 

(2) Pemeriksaan atas daya guna (efesiensi) dan kehematan (ekonomi). 

(3) Pemeriksaan atas hasil program (efektifitas) 

d. Empat puluh tujuh buah lengkung-lengkung kecil pada sisi bagian  luar 

cakra melambangkan tahun kelahiran BPK, yaitu tahun 1947. 

e. Bunga teratai berkelopak tujuh lembang yang menopang cakra 

merupakan “padmasana” yang berarti tahta bunga teratai 

melambangkan kesucian dan kebersihan serta melambangkan kesucian 

dan kebersihan serta melambangkan kesuburan lahir-batin. 

f. Makna cakra ditopang oleh bunga teratai tersebut bahwa BPK sebagai 

lembaga tinggi negara dalam pelaksanaan tugas konstitusionalnya 

terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan lembaga-lembaga 

tinggi lainnya, sehingga memberikan jaminana terhadap independensi 

dalam setiap kegiatan pemeriksaannya. 

g. Tujuh lembar kelopak bunga teratai juga melambangkan bahwa BPK 

dalam melakukan tugasnya senantiasa berlandaskan pada kode etik 

Sapta Prasetya Jati dan Ikrar Pemeriksa yang masing-masing 

berjumlah tujuh lembar. 
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3. Warna Lambang 

Garuda pancasila dan cakra berwarna kuning emas, mempunyai makna 

keluhuran dan keagungan BPK sebagai lembaga tinggi negara, sedangkan 

warna putih pada kelopak bunga teratai mempunyai makna kesucian, 

kebersihan dan kejujuran. 

 

Pergantian Lambang BPK RI 

 

Gambar 1.2 Logo BPK 1961-1973 

 

Sejak dibentuk, lambang BPK mengalami empat kali perubahan. Setiap 

lambang memiliki arti dan makna tersendiri. Pada periode 1961-1973, lambang 

BPK terdiri atas pena emas dan buku, peta Indonesia, api serta timbangan. Pena 

emas dan buku berarti BPK melakukan pemeriksaan atas pertanggungjawaban 

keuangan negara sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (5) UUD 1945. Peta 

Indonesia menunjukkan luasnya wilayah pemeriksaan BPK. Api berarti 

pemeriksaan dilakukan bukan semata-mata mencari kesalahan, tetapi lebih 

ditujukan kepada pemberian pembinaan pengarahan. Sedangkan timbangan berarti 

pemeriksaan bersifat adil, independen dan obyektif. Pemakaian lambang tersebut 

diresmikan oleh Ketua BPK pada saat penggunaan pakaian dinas pada Januari 

1961. 
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Gambar 1.2 Logo BPK 1973-1983 

 

 

Pada 1973-1983, lambang BPK diubah menjadi tiga tanda panah yang 

saling berhubungan. Lambang ini menceritakan bahwa BPK lahir pada 1 Januari 

1947 sebagai suatu lembaga tinggi negara yang memiliki tugas memeriksa 

keuangan, pemeriksaan operasional, pemeriksaan program. Ketiga macam 

pemeriksaan tersebut selalu didasarkan menurut hukum dan keadilan dengan 

motto Tepat, Cermat dan Hemat. Pemakaian lambang ini berdasarkan pada Surat 

Keputusan BPK RI No.08/SK/K/1973 tanggal 3 November 1973 

Pada 1985-1993, lambang BPK kembali diubah. Pada periode ini lambang 

BPK berbentuk bulat dan terdiri dari; Garuda Pancasila terletak di tengah 

lingkaran Cakra yang melambangkan BPK sebagai lembaga tinggi negara 

menjunjung tinggi pancasila sebagai dasar negara, sebagai dasar landasan dan 

filosofi dari semua tindakan yang diambil BPK. 

Cakra dengan tiga mata tombak dan 47 buah lengkungan kecil-kecil pada luar 

lingkaran Cakra melambangkan bahwa Cakra adalah senjata Betara Wisnu yang 

ampuh untuk menjaga agar pengelolaan keuangan negara selalu tertib, berdaya 

guna dan berhasil guna serta penggunaannya mencapai tingkat kesepadanan yang 

tinggi. Tiga mata tombak melambangkan ruang lingkup pemeriksaan BPK. 

Pertama, ketertiban dan ketaatan dalam penguasaan dan pengurusan keuangan 

negara. Kedua, daya guna (efisiensi) dan kehematan (ekonomis). Ketiga, hasil 

program yang efektif. 

Bunga teratai berkelopak tujuh lembar menopang cakra dikenal sebagai 

Padsama yang bermakna tahta bunga-bunga teratai melambangkan kebersihan, 

kesucian dan keluhuran lahir batin. Sementara tujuh buah kelopak teratai 

menggambarkan landasan pelaksanaan tugas BPK adalah Sapta Prasetya Jati dan 

Ikrar Pemeriksa yang masing-masing berjumlah tujuh butir. 
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Garuda dan Cakra berwarna emas mempunyai arti keluhuran dan keagungan BPK 

sebagai lembaga tinggi negara. Sedangkan warna putih dan kelopak teratai 

melambangkan kesucian, kebersihan dan kejujuran yang harus menjiwai setiap 

pegawai BPK.  

Terakhir, lambang BPK ditetapkan dengan nama Tri Dharma Artasantosha. 

Nama ini berarti menjunjung tinggi pancasila dan UUD 1945, serta prinsip-prinsip 

penuntun, berupaya mencapai tiga keberhasilan menuju terwujudnya 

pertanggungjawaban keuangan negara yang semakin sempurna. Lambang ini 

dipakai sejak 1993-sekarang. Tulisan Tri Dharma Artasantosha ditempatkan di 

kiri dan kanan mata tombak yang ada di puncak. Jika digabung dengan kata-kata 

di gelang bagian bawah BPK, maka tulisan Tri Dharma Artasantosha tidak saja 

berarti nama, tetapi juga bermaksa misi, artinya, misi BPK yaitu mewujudkan Tri 

Dharma Artasantosha. 

 

Visi, misi, dan nilai BPK 

 

Visi BPK: 

Menjadi lembaga pemeriksa keuangan negara yang bebas, mandiri, dan 

profesional serta berperan aktif dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara 

yang akuntabel dan transparan. 

 

Misi BPK: 

Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam rangka 

mendorong terwujudnya akuntabilitas dan transparansi keuangan negara, serta 

berperan aktif dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan transparan. 

 

Visi dan misi itu dijabarkan dalam empat tujuan strategis sebagai berikut: 

1. Mewujudkan BPK sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara yang 

independen dan profesional. 

2. Memenuhi semua kebutuhan dan harapan pemilik kepentingan. 

3. Mewujudkan BPK sebagai pusat regulator di bidang pemeriksaan 

pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. 
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4. Mendorong terwujudnya tata kelola yang baik atas pengelolaan dan 

tanggung jawab keuangan negara. 

 

Nilai Dasar BPK 

BPK menetapkan tiga nilai dasar sebagai pemandu bagi segenap insan BPK dalam 

menjalankan masing-masing tugas dan fungsinya. Ketiga nilai dasar itu adalah: 

1. Independensi, 

BPK adalah lembaga negara yang independen di bidang organisasi, 

legislasi, dan anggaran serta bebas dari pengaruh lembaga negara lainnya. 

2. Integritas, 

BPK menjunjung tinggi integritas dengan mewajibkan setiap pemeriksa 

dalam melaksanakan tugasnya, menjunjung tinggi Kode Etik pemeriksa 

dan Standar Perilaku Profesional. 

3. Profesionalisme, 

BPK melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesionalisme 

pemeriksaan keuangan negeara, kode etik, dan nilai-nilai kelembagaan 

organisasi. 

 

Lingkup Tugas dan Lingkungan BPK 

 

BPK mengemban amanat konstitusi untuk memeriksa seluruh unsur keuangan 

negara baik pusat maupun daerah, yang mencakup: anggaran pendapatan dan 

Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), 

Badan Usaha Milik Negara(BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Bank 

Indonesia (BI), Badan Hukum Milik Negara (BHMN), Badan Layanan Umum 

(BLU), dan badan lain yang ada kepentingan keuangan negara di dalamnya. 

Sesuai dengan mandat dalam undang-undang, berkenaan dengan pengelolaan 

keuangan negara dan peranggungjawabannya, BPK melaksanakan tiga macam 

pemeriksaan: 

1. Pemeriksaan Keuangan, pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas 

laporan keuangan pemerintah dalam rangka memberikan pernyataan opini 
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tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan 

keuangan pemerintah. 

2. Pemeriksaan Kinerja, pemeriksaan kinerja adalah pemeriksaan atas aspek 

ekonomi dan efisiensi, serta pemeriksaan atas aspek aktifitas. 

3. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, yaitu pemeriksaan yang dilakukan 

dengan tujuan khusus, diluar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan 

kinerja. Termasuk dalam pemeriksaan tujuan tertentu ini adalah 

pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan, 

pemeriksaan investigatif, dan pemeriksaan atas sistem pengendalian intern 

pemerintah. 

 

Struktur organisasi 

 

Tabel 1.1 Struktur utama organisasi BPK RI 
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Tabel 1.2 Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal BPK RI 

 

 

Tabel 1.3 Struktur Organisasi Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Internasional BPK RI 
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2.2 Ruang Lingkup Kerja Divisi Terkait  

 

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) sebagai satu-

satunya lembaga pemeriksa tertinggi di Indonesia memiliki komitmen untuk 

selalu mengedepankan nilainya yaitu prinsip independen, integritas dan 

profesional. Dalam mewujudkan komitmen tersebut, BPK RI terus melakukan 

capacity building. 

Biro Hubungan Mayarakat dan Kerja sama internasional ini dibagi pada 

tiga bidang, yaitu: 

1. Kerjasama Bilateral 

Kerja sama bilateral ini merupakan kerja sama antar dua negara. 

Misalnya, kerja sama ekonomi yang terjaldin antara Indonesia dengan 

Singapuran atua Amerika dengan Arab Saudi. Kerjasama bilateral 

bertujuan untuk membina hubungan yang telah ada serta menjalin 

hubungan kerjasama perdagangan dengan negara mitra. 

2. Kerjasama Regional 

Kerjasama regional merupakan kerja sama antar negara-negara 

sewilayah atau sekawasan. Kerjasama secara regional biasanya lebih 

pada hubungan dengan lokasi negara serta berdasarkan alasan historis, 

geografis, teknis, sumber daya alam, dan pemasaran. 

3. Kerja sama multilateral 

Kerjasama multilateral merupakan kerja sama dengan lebih dari dua 

negara. Selain itu yang termasuk dalam kerja sama ini antara lain 

kerjasama dengan badan-badan dunia yang melibatkan sejumlah 

negara. Kerjasama dengan badan-badan dunia ini dapat berupa 

pemberian hibah atau pinjaman, untuk mendukung program-program 

yang dilaksanakan di dalam negeri maupun di luar negeri. 

Biro Hubungan Masyarakat adalah unsur pelaksana dari sebagian tugas dan fungsi 

Sekretariat Jenderal, yang kedudukannya berada di bawah Sekretariat Jenderal 

dan bertanggung jawab langsung kepada Biro tersebut. Bagian Hubungan 

Masyarakat membawahi dua Bagian, yaitu: 
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A.Bagian Informasi Publik, yang bertugas sebagai berikut : 

1. Melaksanakan pemberian pelayanan informasi atas kegiatan pemeriksaan 

dan kegiatan BPK-RI lainnya kepada masyarakat dan internal BPK-RI 

2. Melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat pelayanan informasi yang 

berkaitan dengan BPK-RI dari dan ke media massa baik dalam 

negerimaupun luar negeri. 

3. Melaksanakan kegiatan keprotokolan pelayanan administrasi persidangan 

dan rapat-rapat pimpinan BPK-RI 

4. Melaksanakan hubungan kerjasama dengan instansi dan lembaga-lembaga 

dalam negeri dan luar negeri serta perwakilan di Indonesia. Untuk 

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Informasi Publik 

menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : 

1. Pemberian pelayanan informasi atas kegiatan pemeriksaan dan 

kegiatan BPK-RI lainnya kepada masyarakat dan internal BPK-RI 

2. Pelaksanaan Hubungan Masyarakat 

3. Penyampaian informasi yang berkaitan dengan BPK-RI dari dan ke 

media massa dalam negeri maupun luar negeri 

4. Pelaksanaan kegiatan keprotokolan 

5. Pelaksanaan pelayanan administrasi persidangan dan rapat-rapat 

pemimpin BPK-RI 

6. Pelaksana kegiatan hubungan kerjasama dengan instansi dan 

lembaga-lembaga dalam negeri dan luar negeri serta perwakilan di 

Indonesia 

7. Pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada Sekretariat Jenderal. 

Bagian Informasi Publik membawahi tiga Sub Bagian: 

a. Sub Bagian Layanan Publik. 

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemberian atas kegiatan 

pemeriksaan dan kegiatan BPK-RI lainnya kepada masyarakat dan intern 

BPK-RI melalui berbagai media, baik media massa dalam negeri dan luar 

negeri, kegiatan hubungan masyarakat, dan melaporkan kegiatannya 

secara berkala kepada Kepala Bagian Informasi Publik 
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b. Sub Bagian Publikasi 

Mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan inventarisasi bahan 

informasi atas kegiatan pemeriksaan dan kegiatan BPK-RI lainnya, 

penerbitan buletin dan publikasi lainnya, serta melaporkan hasil 

kegiatannya secara berkala kepada Kepala Bagian Informasi Publik 

c. Sub Bagian Protokol dan Persidangan 

Mempunyai tugas melakukan kegiatan keprotokolan, pelayanan 

administrasi persidangan dan rapat-rapat Pimpinan BPK-RI, dan 

menyusun risalahnya, serta melaporkan hasil laporannya secara berkala 

kepada Kepala Bagian Informasi Publik. 

B.Bagian Hubungan Antar Lembaga, menyelenggarakan fungsi: 

1. Pelaksanaan kegiatan hubungan kerjasama dengan instansi dan lembaga-

lembaga dalam negeri. 

2. Pelaksanaan hubungan kerjasama dengan instansi dan lembaga-lembaga 

luar negeri termasuk perwakilannya di Indonesia 

3. Pelayanan dinas Pimpinan dan pegawai BPK-RI ke luar negeri 

4. Pelaksanaan kegiatan lain sesuai dengan penugasan Kepala Biro 

Hubungan Masyarakat. 

5. Pelaporan hasil kegiatannya secara berkala kepada Kepala Biro Hubungan 

Masyarakat. 

Bagian Hubungan Antar Lembaga membawahi dua Sub Bagian: 

a. Sub Bagian Hubungan Antar Lembaga Dalam Negeri. 

Mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan inventarisasi bahan dalam 

rangka pelaksanaan kegiatan kerjasama dengan instansi dan lembaga-

lembaga dalam negeri, dan melaporkan hasil kegiatannya secara berkala 

kepada Kepala Bagian Hubungan Antar Lembaga 

b. Sub Bagian Hubungan Antar Lembaga Luar Negeri. 

Mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan inventarisasi bahan dalam 

rangka pelaksanaan kegiatan kerjasama dengan instansi dan lembaga-

lembaga luar negeri termasuk perwakilannya di Indonesia, dan pelayanan 
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tugas dinas pimpinan dan pegawai BPK-RI ke luar negeri, serta 

melaporkan hasil kegiatannya secara berkala kepada Kepala Bagian 

Hubungan Antar Lembaga. 

 

 Kiprah BPK RI di lembaga pemeriksa internasional juga sudah diakui 

eksistensinya oleh lembaga audit negera lainnya.hal ini terbukti dengan aktifnya 

BPK RI di lembaga-lembaga internasional, antara lain INTOSAI dan ASOSAI. 

Pada saat ini BPK adalah ketua dari INTOSAI Working Group on Enviromental 

Audit (WGEA) periode 2013-2016. Selain itu BPK RI juga telah menjalin 

kerjasama bilateral lebih dari 18 negara, baik di asia pasifik, Eropa, Australia, 

maupun Afrika. 

 Dalam pelaksanaan tugas berdasarkan surat keputusan BPK No. 3/K/I-

VII.2/7/2014 tentang organisasi dan tata kerja pelaksana BPK terbaru, urusan luar 

negeri diampu oleh satu bagian bernama Bagian Kerjasma Internasional yang 

merupakan pelebubran dari Bagian hubungan luar negeri dan bagaian kerjasama 

internasional. peleburan ini menjasi empat subbagian menjadi tiga subbagian. 

Yaitu Subbagian INTOSAI, ASOSAI DAN ASEANSAI; Subbagian kerjasama 

bilateral; subbagian kerjasama multilateral. 

 Berdasarkan pasal 33 surat keputusan BPK RI No. 3/K/I-VII.2/7/2014, 

bagian kerjasama internasional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan 

hubungan atau kerjasama internasional, baik secara bilateral maupun multilateral 

dengan badan pemeriksa negara lainnya termasuk perwakilannya di Indonesia. Ini 

dilakukan dalam rangka meningkatkan peran BPK secara internasional terkait 

dengan subbag bilateral. Menurut pasal 36, subbagian kerjasama bilateral 

mempunyai tugas melaksanakan hubungan kerjasama internasional secara 

bilateral dengan: 

1. Badan pemeriksa negara (SAI) lain; 

2. Organisasi asosiasi badan pemeriksa negara lain selain INTOSAI, 

ASOSAI, dan ASEANSAI 

3. Lembaga internasional lainnya termasuk perwakilannya di Indonesia. 

 

 
Aktivitas biro humas…, Alma Fadhilah, FIKOM UMN, 2017 



20 
 

Selanjutnya kegiatan kerjasama bilateral berada di bawah bagian kerjasama 

internasional, dan dipimpin oleh seorang kepala subbagian kerjasama bilateral 

dengan jabatan setingkat eselon IV. Subbagian kerjsama bilateral merupakan 

fasilitator pelaksanaan kerjasama bilateral antara BPK RI dengan BPK/SAI 

negara lain, baik yang baru akan dilaksanakan ataupun yang sudah ada 

kesepakatan dalam Memorandum of Understanding maupun nota kesepakatan lain, 

berupa implementasi kerjasama.  

 Sampai dengan tahun 2015, BPK RI telah melakukan kerjasama bilateral 

dengan 19 negara lain dari Australia, Asia, Eropa dan Afrika. Kerjasama yang 

dilakukan oleh BPK dengan 19 rekannya dari belahan penjuru dunia lain tersebut 

dimaksudkan sebagai salah satu upaya BPK dalam mengembangkan kapasitas 

pemeriksaannya sejalan dengan kualitas yang diakui secara global, dan sebagai 

sarana untuk melakukan pertukaran pengetahuan dan pengalaman dalam 

pemeriksaan sektor publik. 

 19 SAI yang melakukan kerjasama dengan BPK RI antara lain adalah 

Australian National Audit OFFICE (Australia), Najwyzsba Izba Kontroli 

(Polandia), Swedish National Audit Office (Swedia), Supreme Audit Court of The 

Islamic Republic of Iran (Iran), Czezh Supreme Audit (Rep. Ceko), Jabatan Audit 

Negara (Malaysia), National Audit Office the People’s Republic of China (Cina), 

Account Chamber (Rusia), Riksrevisjonen (Norwegia), National Audit Office  

(Cambodia), The Audit Court Account of The Kingdom of Morocco (ACAM), The 

Court of Account of Tunisia (Tunisia), The Account Court of Democratic and 

Popular Republic of Algeria (Aljazair), dan State Audit of Office in Vietnam 

(Vietnam), Office of The Auditor General of The New South Wales (Negara 

bagian New South Wales, Australia), Office of the Controller and Auditor 

General of New Zealand (Selandia Baru), Comission on Audit of The Republic of 

the Philippines (Filipina), Jabatan Audit Negara Brunei Darussalam (Brunei 

Darussalam), dan The state Audit of Organization of Lao People’s Decromatic 

Republic (Laos). 
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